
BAB V
 

P8NU'rUp 

A.	 Kesimpulan 

1.	 Tujuan dikembangkannya pasar modal di Indonesia lebih di­

arahkan pede useha-usaha untuk mencapa! pemerataan penda­

patan melelui pemerateen pemilikan saham perusahaan. Na­

mun tujuen itu belum tercepai sepenuhnye karene seham 

J'eng dijual pada maaya r-ak a t oleh PT yang go pubU.c UMlm­

nye hanya eebagian keeil, dan motivasi go pUhlie tidak 

lagi untuk pemerataan pendapatan tetapi sekedar untuk 

mendapat tambahan modal. Sedangkan dalam kaitannya dengm 

PT aebagai asosiasi modal, make dengan adanya pasar model 

depat dipertemukan meksud PT untuk menjual sahamnya kepa­

da masyarakat lues untuk menghimpun modal yang beresal da­

ri masyarakat tersebut. 

2.	 Untuk dapat rnenjuel sahamnya melalui pasar modal, emiten 

harus mernenuhi syarat sebagaimana yang diatur delem Kep­

pres No. 53 Tahun 1990 dan Kapu t.u aa n Nenteri K~uengan No. 

1199/ KMK. 010 I 1991 yane merupakan perubehen deri Kepu tus­

en Menteri Keuangan No. 1548/ KNK.013/1990 tenteng pa­

sar modal •. Delem proses ernisi herus melalui beberapa ta­

hap yai tu tahep p er-s i apan emisi, t ahap pendaftaren, tahap 

promosi dan penewaran efek, tahep peger perdana,penjateh­

en dan refund, tehap cooling period den pencatatan di 

bursa efek, tahep peleporan dan kewajiben lainnya. 
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Sedangkan da r-L segi hukunmya , p en ga tur-a n tentang emisi 

saham dan perdagangannya di bursa lehih menekankan pada 

aspek praktis ekonomis dari pada asrek yuridisnya. ffel 

ini nampak dari seringnya ketentuan pasar modal meneala­

mi perubahan dan tambahan. 

3.	 Di dalam ketentuan pasar modal telah memberikan perlin­

dungan terhadap masyarakat pemodal. Perlindungan itu me­

liputi ; perlindungan atas keterangan yang menyesatkan 

dalam prospektus yanr. da p a t «ier-u g l kan pemodal, adanya 

keharusan P T yang go publ ie un tuk memhuka diri d e n ga n 

mempiblikasikan laporan keuanBannya, lembaga penunjane: 

dan proresi penunjang ikut bertanggung jawab atas kete­

rangan yang diberikan bila ada yang tidak benar. Dalam 

hal ada perselisihan dalsm perdagangan di bursa maka di­

selesaikan melalui panitia yang disebut Komite Disiplin 

Anggota. 

B.	 Saran 

Pemerintah fjel"lu segera mer-ealisi.r peraturan menge­

nai p a s ar- modal yane; jelas, tegas, lengkap dan rlekaibel , 

sehingga tidak mudah berubah. terutama aturan dasarnya un~ 

tuk menggan tikan UU llo. 15 Tahun 1952 un tuk lebih menjamin 

kepastisn hukum di pasar modal. 
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